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ABSTRAK 

 

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK SEWA 

MENYEWA TANAH SAWAH DALAM SISTEM TAHUNAN DAN OYOTAN 

(STUDI KASUS DESA NUNGGALREJO KECAMATAN PUNGGUR) 

 

 

OLEH: 

NINA ANGGRAINI 

 

Untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin meningkat dengan keadaan 

ekonomi yang semakin membaik menyebabkan sebagian masyarakat melakukan 

kegiatan  sewa menyewa yang boleh dilakuan maupun tidak boleh dilakukan menurut 

Hukum Ekonomi Syariah. Sewa menyewa dapat di artikan sebagai akad yang menjual 

belikan antara manfaat barang dengan sejumlah imbalan sewa. Pada praktek sewa 

menyewa lahan tanah sawah dalam sistem tahunan dan oyotan ini bahwasanya 

penggarap dari lahan tanah sawah yang sudah disewakan tersebut adalah tetap pemilik 

lahan dan juga pemilik lahan tetap mendapatkan hasil dari pengeloalaan lahan yang 

sudah di sewakan tersebut serta tidak adanya kepastian kapan sewa menyewa itu 

berakhir pada praktek sewa menyewa tahunan. Hal ini kiranya mendorong dilakukannya 

penelitan lebih mendalam mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap 

Praktek Sewa Menyewa Tanah Sawah Dalam Sistem Tahunan Dan Oyotan Di Desa 

Nungglarejo Kecamatan Punggur. 

 

 Adapun manfaat dari penelitian teoritis adalah Hasil dari penelitian yang dapat 

bermanfaat sebagai daftar bacaan dalam bidang hukum ekonomi syariah mengenai sewa 

menyewa yang banyak berkembang didalam masyarakat. Dan secara Praktis Penelitian 

ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan pertimbangan masyarakat yang 

melakukan praktek sewa menyewa yang kini banyak berkembang didalam masyarakat. 

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan sifat penelitian diskriptif 

kualitatif. Peneliti menggunakan beberapa metode yaitu metode wawancara, 

dokumentasi. 

 

 Berdasarkan hasil dari penelitian yang didapat bahwa praktek sewa menyewa 

tahunan dan oyotan yaitu dengan kesepakan bahwa penggarap tetap pemilik lahan dan 

pemilik lahan tetap mendapat hasil serta batas waktu yang tidak pasti pada praktek sewa 

menyewa tahunan. Maka ditinjau dari hukum ekonomi syriah bahwasanya pada praktek 

sewa menyewa tersebut dilakukan dengan dua akad yaitu akad ijarah dan muzaraah. 

Serta dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 297 akad ijarah dapat diubah, 

diperpanjang, dan di batalkan menurut kesepakatan. 

 

 

 

 



 

 



 

MOTTO 

 

 

هَا يُّ
َ
أ ِينَ  يََٰٓ ِ  ٱلَّذ َٰلكَُم بيَۡنَكُم ب مۡوَ

َ
كُلوُٓاْ أ

ۡ
ن تكَُونَ تجََِٰرَةً  ٱلبََٰۡطِلِ ءَامَنُواْ لََ تأَ

َ
ٓ أ إلَِذ

نفُسَكُمۡۚۡ إنِذ 
َ
ِنكُمۡۚۡ وَلََ تَقۡتُلوُٓاْ أ َ عَن ترََاضٖ م    ٢٩كََنَ بكُِمۡ رحَِيمٗا  ٱللّذ

 
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 

dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa [4] : 29) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia adalah mahluk sosial yang saling membutuhkan antara satu sama 

lain. Manusia memerlukan kerja sama yang saling menguntungkan antar 

manusia lainnya, guna untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Baik itu 

dalam rangka kegiatan sosial, politik maupun ekonomi. Oleh karna itu manusia 

tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. 

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan untuk berinteraksi 

antara satu dengan yang lainnya. Dari interaksi tersebut akan timbul hubungan 

timbal balik yang akan tercapai sebuah tatanan hidup yang komplek dan 

memerlukan aturan hukum yang mengatur hubungan antar manusia  hal ini di 

kenal dengan istilah fiqh muamalah.1 

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bermuamalah adalah ijarah atau 

sewa menyewa. Ijarah adalah suatu transaksi sewa-menyewa antara pihak 

penyewa dengan yang menyewakan sesutu harta atau barang untuk mengambil 

manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.2  Dengan adanya 

hubungan sewa menyewa ini, maka kedua belah pihak telah terkait dalam suatu 

perjanjian. Transaksi dengan menggunakan akad ijarah banyak sekali 

berkembang di dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup 

                                                 
1 Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 15. 
2 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 150 



 

masyarakat. Akad ijarah dapat dikatakan sebagai akad yang menjual belikan 

antara manfaat barang dengan sejumlah imbalan sewa. Tujuan akad ijarah dari 

pihak penyewa adalah pemanfaatan fungsi barang secara optimal, dan dari pihak 

pemilik bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari ongkos sewa.3 

Dalam sewa menyewa juga telah ditentukan aturan-aturan hukum seperti 

syarat, rukun maupun bentuk sewa menyewa yang diperbolehkan atau tidak 

diperbolehkan. Selain rukun dan syarat-syarat akad yang harus terpenuhi dalam 

suutu perjanjian, juga harus dipenuhi beberap kualifiksi yang sesuai dengan 

syariat islam, salah satunya yaitu  tidak mengandung unsur gharar. Suatu yang 

mengandung unsur gharar akan dikhawatirkan menimbulkan kerugian kepada 

salah satu pihak atau bahkan merugikan kedua belah pihak yang tidak menutup 

kemungkinan dapat menyebabkan perselisihan. 

Salah satu hal terpenting dalam kegiatan muamalat adalah akad. Akad 

bertujuan untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegasnya lagi tujuan dari 

akad adalah maksud bersama yang dituju dan hendak diwujudkan oleh para 

pihak melalui pembuatan akad. Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat yaitu 

kepemilikan dan kekuasaan, kepemilikan adalah sesutu yang di miliki oleh 

seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang di milikinya 

sesuai dengan aturan syara. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang 

dalam ber-tasharf sesuai dengan ketepatan syara, baik secara asli, yakni di 

lakukan oleh dirinya, maupun sebagian penggantian (menjadi wakil seseorang).4 

                                                 
3 Ghufran A.Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 

h. 188 
4 Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah., h. 65. 



 

Dalam kehidupan bermasyarakat sudah tidak asing lagi dengan transaksi 

akad sewa-menyewa. Praktik sewa-menyewa dapat ditemui di desa 

Nunggalrejo, Kecamatan Punggur. Pada praktik ini yang dijadikan objek dalam 

sewa-menyewa di desa Nunggalrejo adalah lahan tanah sawah. Terdapat dua 

sistem atau aturan yang di gunakan oleh pemilik lahan dan penyewa lahan. 

Pertama  adalah sewa-menyewa dengan sistem satu kali tanam (tancep) atau 

dikenal dengan istilah oyotan. Kedua adalah sistem tahunan, dalam sistem ini 

penyewaan di lakukan selama satu tahun dengan tiga kali tanam (tancep) yang 

menghasilan tiga kali panen.5 

Berdasarkan hasil pra survei yang penulis lakukan pada hari kamis, 14 Mei 

2017  kepada pihak penyewa dan pemilik lahan di desa Nunggalrejo bahwasanya 

pada praktek sewa menyewa ini dilakukan secara langsung antara penyewa dan 

pemilik lahan, perjanjian yang di lakukan tidak tertulis, melainkan hanya ucapan 

saja. Besarnya uang sewa yang diberikan kepada pemilik lahan sesuai dengan 

kesepakatan bersama, hal ini disesuaikan berdasarkan luas lahan tanah sawah 

yang disewakan masa pejanjian sewa itu berlangsung, dan siapa yang akan 

menggarap lahan tersebut.6 

Dalam perjanjian yang dilakukan, mereka mebahas sistem atau aturan yang 

di gunakan oleh kedua belah pihak. Di antaranya mengenai siapa yang akan 

                                                 
5 Nurul Istirofah, Praktek Sewa-Menyewa Sawah Sistem Oyotan Dan Tahunan Di DusunPandes 

1, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta Di Tinjau Dari Hukum Islam, Program Study Muamalat 

Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, h. 3 

 
6 Wawancara Kepada Bapak Herman (Pemilik lahan ) dan Bapak Ating (Penyewa) Pada Tanggal 

14 Mei 2017 



 

menyediakan bibit dan pupuk, siapa yang akan megelola, dan bagaimana 

pembagian dari hasil panen.7 

Berdasarkan hasil kesepakatan perjanjian tersebut  adalah bahwasanya jika 

bibit dan pupuk disediakan oleh pihak pemilik lahan, dan dikelola oleh pemilik 

lahan maka hasil panen akan di bagi dua, antara pemilik lahan dan penyewa 

lahan tanah sawah. Jika pupuk dan bibit disediakan oleh pihak penyewa, dan 

dikelola oleh pemilik lahan maka hasil panen yang di bagikan adalah  ¼ untuk 

pemilik lahan dan ¾ untuk penyewa lahan. Dan jika bibit dan pupuk disediakan 

oleh penyewa dan di kelola oleh penyewa itu sendiri maka hasil panen 

sepenuhnya di miliki oleh penyewa. 8 

Contoh kasus pada praktek sewa menyewa ini yaitu Pak Herman memiliki 

lahan sawah seluas ¼ ha. Beliau menyewakan lahan sawah tersebut kepada 

Bapak Ating. Bapak Ating membayar uang sewa kepada Bapak Herman sebesar 

Rp. 3.000.000 untuk jangka waktu satu tahun yaitu tiga kali tanam. Namun 

penggarap lahan adalah tetap pemilik lahan sawah tersebut yaitu Bapak Herman 

dan yang menyediakan pupuk dan bibit pun adalah pemilik lahan. Pada hasil 

panen pertama mendapatkan hasil sebesar Rp. 3.800.000 maka Bapak Herman 

dan Bapak ating masing-masing mendapatkan hasil Rp. 1.900.000 

Praktek sewa menyewa ini sudah cukup lama di lakukan di desa nunggalrejo 

kecamatan punggur. Biasanya praktek sewa menyewa tahunan dan oyotan ini di 

lakukan oleh orang-orang yang memiliki keperluan mendesak atau oleh orang-

                                                 
7 Wawancara Kepada Bapak Herman (Pemilik lahan ) dan Bapak Ating (Penyewa) Pada Tanggal 

14 Mei 2017 
8 Bapak Herman (Pemilik Lahan), Wawancara Pada Hari Kamis Tanggal 14 Mei 2017 



 

orang yang ingin menyewa lahan namun mereka tidak mau atau tidak bisa 

mengelola atau menggarap lahan tersebut.9 Maka praktek sewa menyewa ini 

sudah menjadi tradisi atau kebiasaan di Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur. 

Berdasarkan penjelasan yang sudah di paparkan di atas, bahwasanya 

masyarakat mengenal praktek tersebut menggunakan akad sewa menyewa, 

namun pada dasarnya ijarah adalah akad  untuk memberikan pengganti atas 

kompensasi atas penggunaan manfaat atau barang.10 Tetapi di sini pengelola dari 

objek sewa tersebut adalah pihak pemberi sewa atau pemilik lahan dengan kata 

lain pemilik lahan tidak melepas sepenuhnya pengelolaan lahan tersebut, maka 

jika melihat dari praktik yang sudah di paparkan di atas, bagaimana tinjauan 

hukum ekonomi syariah terhadap praktek sewa-menyewa tersebut. Oleh karna 

itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah 

Terhadap Sewa Menyewa Tanah Sawah Dalam Sistem Tahunan Dan Oyotan. 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti uraikan tersebut di atas 

selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan tentang Bagaimana Tinjauan 

Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Sawah Dalam Sistem 

Tahunan Dan Oyotan di Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur ? 

 

 

 

                                                 
9 Wawancara Kepada Bapak Herman (Pemilik lahan ) dan Bapak Ating (Penyewa) Pada Tanggal 

14 Mei 2017 
10 Imam Mustofa, Fiqh Mu’amalah Kontemporer, (Metro Lampung : STAIN Jurai Siwo Metro 

Lampung), h. 86 



 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap 

Sewa Menyewa Tanah Sawah Dalam Sistem Tahunan Dan Oyotan di Desa 

Nunggalrejo Kecamatan Punggur 

2. Manfaat Penelitian 

Ketika penelitian ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan mencapai 

tujuan yang Peneliti inginkan tentunya akan memberikan manfaat. Adapun 

manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

Peneliti harapkan penelitian  ini dapat: 

1) Memberikan sumbangan keilmuan yang bermanfaat bagi umat 

Islam dan  

2) Menambah ilmu pengetahuan khususnya di IAIN Metro pada 

Fakultas Syariah khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 

(HESy). 

b. Secara Praktis 

Sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat khususnya di Desa 

Nunggalrejo Kecamatan Punggur mengenai bagaimana Tinjauan Hukum 

Ekonomi Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Sawah Dalam Sistem 

Tahunan Dan Oyotan, yang banyak berkembang di dalam masyarakat 

desa tersebut. 

 



 

D. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan dalam tugas akhir skripsi, dan tesis ialah untuk 

menjelaskan posisi (State Of Art) perbedaan atau memperkuat hasil penelitian, 

dengan penelitian yang telah ada  pengkajian penelitian hasil penelitian orang 

lain yang relevan, lebih berfungsi sebagai pembanding dari kesimpulan berfikir 

sebagai peneliti.11 

Adapun beberapa sekripsi terkait dengan persoalan yang akan diteliti, 

sehinga terlihat jelas dari posisi mana peneliti membuat studi ilmiah berikut akan 

disajikan hasil penelitian yang lalu. 

1. Sekripsi yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek 

Penggarapan Sawah Di Desa Gedongan Kecamatan Baki Kabupaten 

Sukoharjo. Penelitian ini di lakukan oleh Miftakhul Khoiriyah mahasiswa di 

Universitas Muhamadiyah Surakarta. Penelitian ini membahas 

permasalahan mengenai penggarapan dan pembagian hasil dari sawah yang 

di sewakan, yang di tinjau dari hukum islam.12 

2. Sekripsi yang berjudul : Praktek Sewa-Menyewa Sawah Sistem Oyotan Dan 

Tahunan Di Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta Di 

Tinjau Dari Hukum Islam. Penelitian ini di lakukan oleh Nurul Istirofah 

mahasiswi di Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitan 

ini membahas akad dan sistem pembagian bagi hasil dari pelaksanaan sewa 

menyewa tanah dalam sistem tahunan dan oyotan yang di lakukan Di Dusun 

                                                 
11 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), h. 46. 
12 Miftakhul Khoiriyah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penggarapan Sawah Di Desa 

Gedongan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, Program Study Hukum Ekonomi Syariah Universitas 

Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta,2015. 



 

Pandes 1, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta yang di tinjau dari hukum 

Islam.13 

3. Sekripsi yang berjudul : Pelaksannan Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah 

Persawahan Di Desa Sungai Upih Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan 

Menurut Perspektif Fiqh Muamalah. Penelitian ini di lakukan oleh Andri 

Syadri mahasiswa di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Penelitian ini membahas pengelolaan, pembagian hasil dari praktik sewa-

menyewa tanah persawahan serta waktu sewa-menyewa yang tidak di 

tentukan oleh kedua belah pihak, namun di serahkan sepenuhnya kepada 

pihak penggarap.14 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diketahui 

bahwa yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mengenai Tinjauan 

Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Tanah Sawah. 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki perbedaan 

khusus dengan penelitian terdahulu, yakni dari segi tolak ukur penelitian dan 

tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tersebut. Kesamaan penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama meneliti tentang praktek sewa 

menyewa tanah sawah ditinjau dari aspek Hukum Ekonomi Syari’ah, akan tetapi 

dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajian Peneliti adalah Tinjauan Hukum 

                                                 
13 Nurul Istirofah, Praktek Sewa-Menyewa Sawah Sistem Oyotan Dan Tahunan Di Dusun 

Pandes 1, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta Di Tinjau Dari Hukum Islam, Program Study 

Muamalat Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015 
14 Andi Syadri, Pelaksannan Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Persawahan Di Desa Sungai 

Upih Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Menurut Perspektif Fiqh Muamalah, Program Study 

Muamalah Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015. 



 

Ekonomi Islam Terhadap Sewa-Menyewa Tanah Sawah Dalam Sistem Tahunan 

Dan Oyotan 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa karya ilmiah yang sedang 

Peneliti lakukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang pernah diteliti 

sebelumnya, khususnya di IAIN Metro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. IJARAH (SEWA-MENYEWA) 

1. Pengertian Ijarah (Sewa-Menyewa) 

Secara bahasa ijarah berarti al-ajru (الاجر(, yaitu imbalan/upah terhadap 

suatu pekerjaan (الخزاءعلى العمل) dan pahala (الثواب).15 Dalam bentuk lain, kata 

ijarah juga biasa di katakan sebagai nama bagi al-ujrah yang berarti upah atau 

sewa (al-kara-a). Selain itu arti kebahasaan dari al-ajru tersebut adalah ganti 

(al-iwadh), baik akad itu di terima dengan di dahului oleh akad atau tidak. 

Kata ijarah dalam perkembangan kebahasaan selanjutnya di pahami 

sebagai bentuk akad yaitu akad (pemilikan) terhadap berbagai manfaat dengan 

imbalan (al-aqdu “alal manafi” bil iwadh) atau akad pemilikan manfaat dengan 

imbalan (tamlik al manfaah bil iwadh) secara bahasa  ijarah di definisikan 

sebagai hak untuk memperoleh manfaat. Manfaat tersebut bisa berupa jasa atau 

tenaga orang lain, dan bisa pula manfaat yang berasal dari suatu barang/benda. 

Semua manfaat jasa dan barang tersebut di bayar dengan sejumlah imbalan 

tertentu. 

Menurut ulama Syafiiyah, ijarah adalah akad atas manfaat yang di 

ketahui kebolehannya dengan serah terima dan ganti yang di ketahui manfaat 

kebolehannya. Menurut ulama Hanafiyah ijarah adalah akad terhadap sewa -

menyewa dengan adanya ganti. Menurut ulama Malikiyah dan Hambaliyah, 

                                                 
15 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014)., h. 114 



 

ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu 

tertentu.16 Dari pendapat ulama di atas , tidak di temukan perbedaan yang 

mendasar dari definisi ijarah, tetapi ada yang mempertegas mengenai 

pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa dan mengenai jasa waktu yang 

di tentukan. 

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, 

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa 

dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa di ikuti dengan 

pemindahan kepemilikan barang  itu sendiri.17 

Dengan demikian dapat di artikan bahwa ijarah adalah akad pengalihan 

hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti 

dengan kepemilikan atas barang itu sendiri. Transaksi ijarah di dasakan pada 

adanya pengalihan hak manfaat. 

2. Dasar Hukum Ijarah 

a. Al-Quran  

QS.Al-Baqarah (2) ayat 233 

َٰلدََِٰتُ ٱ۞وَ  ن يتُمِذ  لۡوَ
َ
رَادَ أ

َ
ِۖ لمَِنۡ أ وۡلََٰدَهُنذ حَوۡلَيِۡۡ كََمِلَيِۡۡ

َ
ۚۡ ٱيرُۡضِعۡنَ أ  وَعَََ  لرذضَاعَةَ

ِ  ۥلَُ  لمَۡوۡلوُدِ ٱ ۚۡ لََ  لمَۡعۡرُوفِ  ٱرزِقُۡهُنذ وَكسِۡوَتُهُنذ ب لََ تكَُلذفُ نَفۡسٌ إلَِذ وسُۡعَهَا
ُۢ بوَِلَِِهَا  ةُ ُ  لََ وَ تضَُآرذ وََٰلَِِ ِ  ۥمَوۡلوُدٞ لذ رَادَا  لوَۡارثِِ ٱوَعَََ  ۡۦۚ بوَِلَِِه

َ
َٰلكََِۗ فإَنِۡ أ مِثۡلُ ذَ

ن تسَۡتََضِۡعُوٓاْ 
َ
مۡ أ رَدتُّ

َ
َۗ وَإِنۡ أ ِنۡهُمَا وَتشََاوُرٖ فلَََ جُنَاحَ عَليَۡهِمَا فصَِالًَ عَن ترََاضٖ م 

                                                 
16 Ibid., h.114 
17 M.Ichwan Sam,Hasanudin,dkk, Himpiunan Fatwa Keuangan Syariah, (Jakarta : 

Erlangga,2014)., H.91 



 

وۡلََٰدَكُمۡ فلَََ جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إذَِا سَلذمۡتُم مذ 
َ
ٓ أ ِ  ا ْ ٱوَ  لمَۡعۡرُوفِ  ٱءَاتيَۡتُم ب قُوا َ ٱ تذ  للّذ
ْ ٱوَ  نذ  عۡلَمُوٓا

َ
َ ٱأ   ٢٣٣بمَِا تَعۡمَلوُنَ بصَِيرٞ  للّذ

 
Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 

dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan 

kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara 

ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 

kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena 

anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban 

demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan 

kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas 

keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka 

tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 

yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah 

Maha melihat apa yang kamu kerjakan. 

 

Menurut  tafsir Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, jika 

kamu mengendaki anak-anakmu disusui perempuan lain, maka tak ada dosa 

bagimu melakukan itu. Tentu saja apabila kamu mampu memberikan upah 

pada perempuan lain yang menyusui sesuai dengan ketentuan yang lazim 

berlaku (‘UrufI) dengan tidak memperhatikan kemaslahatan perempuan 

yang menyusui, kemaslahatan si anak dan kemaslahatan orang tuanya.18 

Apabila kamu menyelesaikan hak-hak anak dengan jalan saling meridhai, 

dengan musyawarah serta kamu menjauhkan diri dengan sikap 

memudharatkan dengan yang lain, niscaya Allah akan menjadikan anak-

anakmu itu sebagai penawar mata bagimu di dunia dan menjadi sebab kamu 

memperoleh pahala di akhirat.19 

 

 

                                                 
18 Teungku Muhammad Hasbu ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Quran. 405 
19 Ibid, h.406. 



 

QS.Al-Qasas (28) ayat 26 

بتَِ  قاَلتَۡ 
َ
أ َٰهُمَا يََٰٓ مِيُۡ ٱ لۡقَويُِّ ٱ جَِررۡتَ سۡتَ ٱإنِذ خَيۡرَ مَنِ  جِِررۡهُ  سۡتَ ٱإحِۡدَى

َ
  ٢٦ لۡۡ

 
Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya 

orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah 

orang yang Kuat lagi dapat dipercaya". 

 

Berdasarkan pada QS.Qashash ayat 26 seseorang boleh mengangkat 

pekerjaan dan menjadi pekerja atas suatu pekerjaan. Pekerja berhak 

mendapatkan upah atas peerjaan yang telah di selesaikannya. Begitu juga 

sebaliknya pemberi pekerja memiliki kewajiban untuk membayar upah 

kepada pekerja tersebut.20 

 

b. Al-Hadits 

 

 ر  ش  ك   ا ا  ن  :  كه   ال  ق   هه ن  ع   الله  ي  ض  ر   ج  ي   ذ  ح   ن  ي   ع  اف  ر   ن  ع  

َ  لٌ ق  ح   ار  ص  ن  له ا    , ه  ذ  ه   م  هه ل  َ   ه  ذ  ا ه  ن  ل   ن  ى ا  ل  ع   ض  ر  ل   ي ا ر  ك  نه  ان  كه  , 

 م  ل  ف   ق  ر  و  ال  ا ب  م  ا   , ف  ك  ل  ذ   ن  ا ع  ان  ه  ن   , ف  ه  ذ  ه   ج  ر  خ  ته  م  ل  َ   ه  ذ  ه   ت  ح   ر  خ  اا  م  ب  ره ف  

ان  هه ن  ي    

 
Artinya : dari Rafi bin khudaij, dia berkata, “Tadinya kami adalah orang-

orang Anshar yang paling luas ladangnya dan kami menyewakan tanah, 

dengan ketentuan, kami mendapatkan hasil dari lahan ini dan mereka 

(para penggarap)  mendapatkan hasil dari lahan yang lain, padahal boleh 

jadi lahan ini mengeluarkan hasil dan lahan yang lain tidak mengeluarkn 

                                                 
20 Dwi Suwiknyo, Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 

2010)., h 112 



 

hasil. Laliu beliau melarang kami melakukan hal itu. Adapun untuk uang, 

beliau tidak melarang kami.21 

 

Kesimpuan dari hadits di atas : 

1. Di perbolehkannya sewa-menyewa tanah untuk di tanami. Ini merupakan 

ijma para ulama secara umum. 

2. Uang sewa harus secara jelas, dan tidak sah jika tidak di ketahui secara 

jelas. 

3. Larangan memasukkan syarat yang bathil dalam perjanjian sewa-

menyewa, seperti menetapkan lahan sewa tertentu dari tanaman dan 

mengkhususkan lahan di pinggir saluran sungai atau sejenisnya dari 

lahan tanaman yang subur bagi pemilik tanah. Maka yang demikian itu 

merupakan muzara’ah atau ijarah yang tidak sah, karna di dalamnya 

terkandung gharar, ketidakjelasan dan kezhaliman bagi salah satu pihak, 

padahal dasarnya harus keadilan dan persamaannya. Yang boleh di 

lakukan ialah dengan sewa tertentu terhadap sewa lahan tanah, atau 

dengan sistem muzara’ah, yang kedua belah pihak memiliki kedudukan 

yang sama, baik hasil maupun kerugian. 22  

 

c. Ijma 

Pada masa sahabat para ulama sepakat mengenai kebolehan ijarah, 

tidak ada seorang pun ulama yang membantah kesepakatan (ijma’) ini. Para 

ulama pada masa sahabat telah berijma’ bahwa ijarah dibolehkan sebab 

bermanfaat bagi manusia.23 

Selain landasan tekstual ayat dan hadis, argumentasi logis sebagai 

landasan kebolehan ijarah di kemukakan oleh Ibnu Qudumah, menurutnya 

ijarah di bolehkan syariah karena kebutuhan terhadap manfaat sama 

                                                 
21 Abdullah Bin Abdurrahman Alu Bassam, Syarah hadits Pilihan Bukhari-Muslim, Di 

Terjemahkan Oleh Kathur Suhardi, Dari Judul Asli Taisirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam. (Jakarta : PT 

Darul Falah, 2011) Cet.10., h 796. Hadis No 282  
22 Ibid., h 798-799 
23  Rahmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h 127 



 

kuatnya dengan kebutuhan terhadap benda. Jika jual beli terhadap benda di 

bolehkan, maka hal itu menghendaki di bolehkannya juga jual beli manfaat. 

 

3. Sewa-Menyewa Dalam Kitab Undang-Undang  Hukum Perdata (KUH 

Perdata) 

Definisi sewa-menyewa menurut pasal 1548 KUH Perdata adalah suatu 

perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama 

suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak 

tersebut belakangan itu di sanggupi pembayarannya.24 

Oleh karena sewa-menyewa adalah suatu perjanjian, maka dianutlah asas 

kebebasan berkontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUH Perdata 

( beginsel der contractsvrijheid) artinya segala sesuatu yang menyangkut hak 

dan kewajiban, serta kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama 

perjanjian sewa-menyewa tersebut dilaksanakan sesudah perjanjian/disepakati 

sebelumnya oleh para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut. 25  

4. Ketentuan Mengenai Ijarah/Rukun Dan Syarat Ijarah 

Ketentuan ijarah : Fatwa DSN nomor : 09/DSN-MUI/IV/2000 

Rukun dan syarat ijarah 

a. Pernyataan ijab dan qabul 

                                                 
24 R.Subekti. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : PT.Pradaya Paramita. 2002). 

Cet. 32., h.381 
25 http://www.hukumonline.pengetahuan_dapoerglagah.blogspot.com di post minggu 18 mei 

2015 di unduh 28 november 2017 

 

http://www.hukumonline.pengetahuan_dapoerglagah.blogspot.com/


 

b. Pihak-pihak yang beraqad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa dan 

penyewa. 

c. Objek kontrak pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset. 

d. Manfaat dari penggunaan aset dalam ijarah adalah obyek kontrak yang harus 

di jamin, karna ia rukun yang harus di penuhi sebagai ganti dari sewa dan 

bukan aset itu sendiri. 

e. Sighat ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang 

berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang equivalent, 

dengan cara penawaran dari pemilik aset dan penerimaan yang di nyatakan 

oleh penyewa.26 

Rukun ijarah adalah sebagai berikut 

a. Pelaku akad (al-mu’jir dan al musta’jir) 

Al mu’jir terkadang juga di sebut dengan al-ajir yang keduanya mengacu 

pada makna yang sama, yang menyewakan, yaitu orang yang menyerahkan 

barang sewaan dengan akad ijarah (pemberi sewa). Istilah al-ajir, yaitu 

orang yang menyewakan dirinya atau pekerja (pemberi jasa), sedangkan 

yang di maksud al-musta’jir adalah orang yang menyewa (penyewa) 

b. Shighat 

Sebagaimana dalam halnya sighat dalam jual beli, persyaratan shighat 

dalam ijarah juga sama dengan persyaratan sighat dalam jual beli. Akad 

ijarah tidak sah bila antara ijab dan qabul tidak bersesuain, seperti tidak 

                                                 
26 Muhamad, Manajemen Pembiayaan BANK Syariah, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN. 2016)., 

h. 98-99 



 

bersesuain antara objek akad dan batas waktu. Ijab disyaratkan harus jelas 

maksud dan isinya, baik berupa ungkapan lisan, tulisan, isyarat maupun 

lainya, harus jelas jenis akad yang dikehendaki, begitu pula qobul harus jelas 

maksud dan isinya akad. 

Dalam persoalan lafal teknis ijarah itu sendiri, mayoritas ulama 

Hanafiyyah mengatakan harus dilakukan dengan lafal al-ijaraħ dan dan al-

ikrah dengan berbagai perubahannya. Begitu juga dalam hal sewa-menyewa 

harus digunakan perkataan sewa menyewa atau kata lain yang disertai 

indikasi yang menunjukkan secara jelas maksud milik atas manfa’at dengan 

suatu imbalan. 

c. Objek akad sewa/manfaat dan sewa/upah (ma’qud ‘alayh) 

Dalam akad ijarah sebagaimana transaksi pertukaran lainnya, juga 

terdapat dua objek akad, yaitu benda/manfaat/pekerjaan dan uang 

sewa/upah. 

Menurut ulama Hanafiyah, rukun sewa menyewa hanya satu yaitu ijab 

(ungkapan menyewakan) dan qabul (persetujuan terhadap sewa menyewa). 

Jumhur ulama berpendapat, rukun sewa-menyewa ada empat : 

a) Orang yang berakal 

b) Sewa atau Imbalan 

c) Manfaat 

d) Sighad (ijab dan qabul)27 

 

                                                 
27 Rahmat Syafe’i, Fiqh Muamalah., h. 128 



 

Menurut ulama’ Mazhab Hanafi, rukun yang dikemukakan tersebut bukanlah 

rukun melainkan syarat. Ulama’ Hanafi mengatakan bahwa rukun ijarah itu 

hanya satu, yaitu ijab dan kabul (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa-

menyewa). 

Sedangakan syarat dari ijarah adalah: 

a. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan 

akad ijarah. 

b. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara 

sempurna,sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari; 

c. Penyewa barang berhk memanfaatkan barang sewaan tersebut baik untuk 

diri sendiri maupun untuk orang lain dengan cara menyewaan atau 

meminjamkan; 

d. Objek ijarah dalam bentuk jasa atautenaga orang lain (ijarah ‘ala al-‘amal), 

bukan merupakan suatu ewajiban individual bagi orang tersebut seperti 

shalat atau puasa 

e. Objek ijarah dalam bentuk barang merupakan sesuatu yang dapt di sewakan; 

f. Imbalan sewa atau upah harus jelas, tertentu dan bernilai28 

 

5. Perihal Risiko Ijarah 

Dalam hal perjanjian sewa-menyewa, resiko mengenai barang yang 

dijadikan objek perjanjian sewa-menyewa dipikul oleh si pemilik barang (yang 

menyewakan), sebab si penyewa hanya menguasaiuntuk mengambil manfaat 

                                                 
28 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah., h. 250 



 

dari barang yang disewakan, atau dengan kata lain pihak penyewa hanya berhak 

atas manfat dari barang/ benda saja, sedangkan hak atas bendanya masih tetap 

berada pada pihak yang menyewakan.29 

Jadi apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang menjadi objek 

perjanjian sewa-menyewa, maka tanggungjawab pemiliklah sepenuhnya, si 

penyewa tidak mempunyai kewajiban untuk memperbaikinya, kecuali apabila 

kerusakan barang itu di lakukan dengan sengaja atau dalam pemakaian barang 

yang disewakannya, kurang pemeliharaanya (sebagaimana lazimnya 

pemeliharaanbarang yang seperti itu).30   

6. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah 

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa adalah merupakan perjanjian 

yang lazim, dimana masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian itu tidak 

mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak pasakh), 

karena jenis perjanjian termasuk kepada perjabjian timbal balik.31 

Bahkan jika pun salah satu pihak (yang menyewakan atau penyewa) 

meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak batal, asalkan saja yang 

menjadi objek perjanjian sewa-menyewa masih tetap ada. Sebab dalam hal 

salah satu pihak meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh ahli 

waris, apakah dia sebagai pihak yang menyewakan ataupun juga sebagai pihak 

penyewa. Demikian juga halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa-

                                                 
29 Suhwardi K. Lubis, Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta : Sinar Grafika .2012)., 

H.158 
30 Ibid. 
31 Chairuman Pasaribu, Suhwardi K lubis, Hukum Perjanjian Dalam Isla, (Jakarta : Sinar 

Grafiaka.2004).,  h.56-57 



 

menyewa yang mana tidak menyebabkan putusnya perjanjian sewa-menyewa 

yang diadakan sebelumnya.32 

Namun demikian tidak menutup kemungkunan pembatalan perjanjian 

(pasakh) oleh salah satu pihak jika ada alasan/dasar yang kuat untuk itu.33 

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa menyewa 

adalah di sebabkan hal-hal sebagai berikut : 

a. Terjadinya aib pada barang yang disewakan 

b. Rusaknya barang yang disewakan 

c. Rusaknya barang yang diupahkan (ma’jur a’laih)  

d. Terpenuhiya manfaat yang diakadkan 

e. Penganut Mahzab Hanafi menambahkannya dengan uzur 

7. Macam-Macam Ijarah 

Dilihat dari segi obyeknya, akad Ijarah (sewa-menyewa) dibagi oleh ulama’ 

fiqh menjadi dua macam, yaitu : 

1. Bersifat manfaat. 

a. Manfaat dari obyek akad harus diketahui secara jelas, hal ini dapat 

dilakukan misalnya dengan memeriksa, atau pemilik memberikan 

informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang. 

b. Obyek ijarah dapat diserah terimakan secara langsung dan tidak 

mengandung cacat yang dapat menghalangi fungsinya. Tidak dibolehkan 

akad ijarah atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga. 

                                                 
32 Ibid. 
33 Ibid. 



 

c. Obyek dan manfaatnya tidak bertentangan dengan syara’, misal 

menyewakan rumah untuk maksiat, menyewakan VCD porno dan lain-

lain. 

d. Obyek persewaan harus manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya 

menyewakan mobil untuk dikendarai, rumah untuk di tempati. Tidak 

diperbolehkan menyewakan tumbuhan yang diambil buahnya, sapi untuk 

diambil susunya dan sebagainya. Harta benda harus bersifat isti’maliy, 

yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang- ulang tanpa 

mengakibatkan kerusakan bagi dzat dan pengurangan sifatnya. 

2. Bersifat pekerjaan. 

Ijarah yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan 

seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, Ijarah (sewa-menyewa) 

semacam ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Perbuatan tersebut harus jelas jangka waktunya dan harus jelas jenis 

pekerjaannya misalnya, menjaga rumah sehari/ seminggu/ sebulan, harus 

ditentukan. Pendek kata dalam hal ijarah pekerjaan, diharuskan adanya 

uraian pekerjaan. Tidak diperbolehkan memperkerjakan seseorang 

dengan periode tertentu dengan ketidak jelasan pekerjaan. 

b. Pekerjaan yang menjadi obyek ijarah tidak boleh berupa pekerjaan yang 

seharusnya dilakukan atau telah menjadi kewajiban musta’jir seperti 

membayar hutang, mengembalikan pinjaman dan lain-lain.34 
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Sehubungan dengan prinsip ini mengenai ijarah mu’adzin, imam, dan 

pengajar Al Qur’an, menurut Fuqaha Hanafiah dan Hanabilah tidak sah. 

Alasan mereka perbuatan tersebut merupakan taqarrub (pendekatan diri) 

kepada Allah. Akan tetapi menurut Imam Malik dan Imam Syafi’iy 

melakukan ijarah dalam hal-hal tersebut boleh. Karena berlaku pada 

pekerjaan yang jelas dan bukan merupakan kewajiban pribadi. Ulama 

mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad sewa-menyewa bersifat mengikat 

kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak apabila terdapat 

udzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum 

seperti gila. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad sewamenyewa bersifat 

mengikat kecuali ada cacat atau obyek sewa tidak dapat dimanfaatkan. 

Menurut mazhab Hanafi apabila salah seorang yang berakad meninggal 

dunia maka akad sewa menyewa menjadi batal karena manfaat tidak dapat 

diwariskan kepada ahli waris. Menurut Jumhur ulama, akad itu tidak menjadi 

batal, manfaat menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waris karena 

manfaat juga termasuk harta.35 

B. Muzaraah 

1. Pengertian Muzaraah 

Muzara’ah adalah kerja sama pengelolahan pertanian antara pemilik dan 

penggarap, di mana pemilik laham memberikan lahan pertanian kepada si 
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17 october 2017 
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penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu 

(persentase) dari hasil panen.36 

Muzara’ah seringkali diidentifikasikan dengan mukhabarah. Di antara 

keduanya terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut: Muzara’ah adalah benih 

dari pemilik lahan sedangkan Mukhabarah adalah benih dari penggarap.37 

2. Syarat Dan Rukun Muzaraah 

Adapun syarat dari muzara’ah :  

1) Syarat yang berkaitan dengan aqidain, yaitu harus berakal. 

2) Berkaitan dengan perolehan hasil tanaman :  

a) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya. 

b) Hasil adalah milik bersama 

c) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui 

d) Bagian amil dan malik adalah satu jenis barang yang sama 

e) Tidak diisyaratkan bagi salah satu penambahan yang ma’lum. 

3) Berkaitan dengan tanaman, yaitu adanya penentuan macam tanaman 

yang akan ditanam. 

4) Hal yang berkaitan dengan tanah yang akan ditanami: 

a) Tanah tersebut dapat ditanami. 

b) Tanah tersebut dapat diketahui batasan-batasannya. 

5) Hal yang berkaitan dengan waktu: 

a) Waktunya telah ditentukan. 
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37 Muhammmad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 
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b) Waktu tersebut memungkinkan untuk menanam tanaman yang 

dimaksud. 

6) Hal yang berkaitan dengan peralatan yang akan digunakan untuk 

menanam, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya 

dibebankan pada pemilik tanah.38 

Adapun rukun muzaraah di antaranya : 

1) Pemilik lahan 

2) Penggarap 

3) Lahan yang akan di garap 

4) Akad 

Rukun Muzaraah menurut para ulama : 

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun muzara’ah adalah ijab dan qabul yang 

menunjukan keridaan di antara keduanya. 

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa muzara’ah dan musyaqah tidak 

memerlukan qabul secara lafazh, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah. Hal itu 

sudah dianggap qabul. Tentang sifat muzara’ah, menurut ulama hanafiyah 

merupakan sifat-sifat perkongsian yang tidak lazim. Adapun menurut lama 

Malkiyah,diharuskan mnaburkan benir di atas tanah suapaya tumbuh tanaman atau 

dengan menanam tumbuhan di atas yang tidak ada bijinya 

                                                 
38 Rahmat Syafe’i, Fiqh Muamalah., h. 208-209 



 

Menurut hanafiyah berpendapat bahwa muzara’ah musyaqah adalah dua akad 

yang tdak lazim sehingga setiap yang melangsungkan akad dapat membatalkan 

keduanya. Akad pun dapat di anggap batal jika seorang salah satunya meninggal 

dunia.39 

3. Dasar Hukum Muzaraah 

ن    ه  ي  ل  ع   ى الله ل  ص   ي  ب  الن   ن  ا : ا  م  هه ن  ع   الله  ي  ض  ر   ر  م  عه  ن  ب   الل   د  ب  ع   ع 

ع  ر  ز  ؤ  ا   ر  م  ث   ن  ا م  ه  ن  م   جه  ره خ  ا ي  م   ر  ط  ش  ب   ره ب  ي  خ   له ه  ا   ل  ا م  ع   م  ل  س  َ    

Artinya : dari Abdullah bin Umar Radiyallahu Anhuma, bahwa Nabi 

Shallallahu Alaihi wasallam mempekerjakan penduduk Khaibar, dan 

mereka mendapat separuh dari hasil buah-buahan dan tanaman yang di 

hasilkannya.40 

 

Kesimpulan hadits di atas : 

1. Di perbolehkannya muzaraah dan  musaqah dengan upah tertentu dari 

hasil buah-buahan dan tanamannya 

2. Menurut dzahir hadits ini bahwa tidak ada syarat bahwa benih harus di 

sediakan pemilik tanah, dan inilah pendapat yang benar, yang berbeda 

dengan yang mahsyur dari mazhab kami, yang mensyaratkan 

penyediaan benih dari pemilik tanah. 

3. Jika di ketahui bagian penggarap, maka tidak perlu di sebutkan bagian 

pemilik tanah atau pohon, karna perjanjian hanya untuk kedua belah 

pihak 

4. Di perbolehkannya memadukan musaqah dan muzara’ah di satu lahan, 

bahwa penggarap harus mengairi pohon dengan upah tertentu dan juga 

menggarap tanah dengan upah tertentu pula 

5. Di perbolehkannya muamalah dengan orang-orang kafir dalam 

pertanian, perniagaan, tukar menukar informasi dalam bidang arsitektur 

dan perindustrian atau selainnya dan berbagai jenis muamalah.41 

 

                                                 
39 Siah Khosyi’ah, Fiqh Muamalah Perbandingan , ( Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 57  
40 Abdullah Bin Abdurrahman Alu Bassam, Syarah hadits., Hadis No 281., h.788 
41 Ibid., 789 



 

C. Hukum Ekonomi Syariah 

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah 

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang 

perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hokum atau tidak 

berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial 

dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Pendapat lain mengatakan bahwa 

ekonomi Islam tidak terjebak untuk memperdebatkan antara normative dan 

positif. Ilmu Ekonomi Islami memandang bahwa permasalahan ekonomi dapat 

dikelompokkan ke dalam dua hal, yaitu ilmu ekonomi (science of economics) 

dan doktrin ilmu ekonomi (doctrine of economics).42 

Ilmu ekonomi Islami adalah sebuah system ekonomi yang menjelaskan 

segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam 

setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan syariah sebagai variable 

independen (ikut memengaruhi segala pengambilam keputusan ekonomi).43 

Berdasakan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa ekonomi islam 

merupakan ilmu yang mempelajari prilaku ekonomi manusia yang prilakunya 

diatur berdasarkan peraturan agama islam dan didasari dengan tauhid 

sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun islam. 

2. Ijarah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

Adapun rukun ijarah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah adalah sebagai 

berikut :44  

                                                 
42 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islami, ed. 5, cet. 6 (Jakarta; Rajawali Pers, 2014), h. 4 

43 Ibid., h. 5 
44 M.Fauzan. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta : kencana, 2009), h. 86-87 



 

a. Pasal 295 

(1) Musta’jir/pihak yang menyewa; 

(2) Mu’ajir/pihak yang menyewakan; 

(3) Ma’jur/benda yang di ijarahkan; dan 

(4) Akad 

b. Pasal 296 

(1) Sighat akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas 

(2) Akad ijarah dapat di lakukan dengan lisan, tulisan, dan/atau isyarat. 

c. Pasal 297 

Akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan/atau dibatalkan berdasarkan 

kesepakatan. 

d. Pasal 298 

(1) Akad ijarah diberlakukan untuk waktu yang akan datang. 

(2) Para pihak yang melakukan akad ijarah tidak boleh membatalkannya 

hanya karena akad itu masih belum berlaku. 

e. Pasal 299 

Akad ijarah yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada 

penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga. 

f. Pasal 300 

(1) Apabila musta’jir menjadi pemilik dari ma’jur maka akad ijarah 

berakhir dengan sendirinya. 

(2) Ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) berlaku juga pada ijarah 

jama’i/ kolektif. 



 

Syarat pelakanaan dan penyelesaian ijarah diatur dalam pasal :45 

a. Pasal 301 

Untuk menyelesaikan suatu proses akad ijara, pihak-pihak yang melakukan 

akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. 

b. Pasal 302 

Akad ijarah dapat di lakukan tatap muka maupun jarak jauh 

c. Pasal 303 

Mu’ajir haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya. 

d. Pasal 304 

(1) Penggunaan ma’jur harus di cantumkan dalam akad ijara. 

(2) Apabila penggunaan ma’jur tidak dinyataan secara pasti dalam  

e. Pasal 305 

Apabila salah satu syarat dalam akad ijarah tidak ada, maka akad itu batal. 

f. Pasal 306 

(1) Uang ijarah tidak harus dibayar apabila akad ijarah itu batal. 

(2) Harga ijarah yang wajar/ujrah-al-mitsli adalah harga ijarah yang di 

tentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur. 

Uang ijarah dan pembayarannya di atur dalam pasal :46 

a. Pasal 307  

(1) Jasa ijarah dapat berupa uang, surat berharga, dan/benda lain berdasarkan 

keepakatan. 
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(2) Jasa ijarah dapat di bayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran 

didahulukan, pembayaran setelah ma’jur selesai digunakan, atau diutang 

berdasarkan kesepakatan. 

b. Pasal 308 

(1) Uang muka ijarah yang sudah di bayar tidak dapat di kembalikan kecuali 

ditentukan lain dalam akad. 

(2) Uang muka ijarah harus dikembalikan oleh mu’ajir apabila pembatalan 

ijarah di lakukan olehnya. 

(3) Uang muka ijarah tidak harus dikembalikan mu’ajir apabila pembatalan 

ijarah di lakukan oleh musta’jir. 

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah penggunaan ma’jur di atur dalam pasal :47 

a. Pasal 309 

(1) Musta’jir dapat menggunakan ma’jur secara bebas apabila akad ijarah 

dilakukan secara mutlak. 

(2) Musta’jir hanya dapat menggunakan ma’jur secara tertentu apabila akad 

ijarah dilakukan secara terbatas 

b. Pasal 310 

Musta’jir dilarang menyewakan dan meminjamkan ma’jur kepada pihak lain 

kecuali atas izin dari pihak yang menyewaka. 

c. Pasal 311 

Uang ijarah wajib dibayar oleh piha muta’jir meskipun ma’jur tidak 

digunakan 

                                                 
47 Ibid.  



 

Pemeliharaan ma’jur, tanggung jawab kerusakan diatur dalam pasal :48 

a. Pasal 312 

Pemeliharaan ma’jur adalah tanggung jawab musta’jir kecuali ditentukan 

lain dalam akad  

b. Pasal 313 

(1) Kerusakan ma’jur karna kelalaian musta’jir adalah tanggung jawabnya, 

kecuali di tentukan lain dalam akad. 

(2) Apabila ma’jur rusak selama masa akad yang terjadi bukan karna 

kelalaian musta’jir, maka mu’ajir wajib menggantinya. 

(3) Apabila dalam akad ijarah tidak di tetapkan mengenai pihak yang 

bertanggung jawab atas kerusakan ma’jur, maka hukum kebiasaa-

kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka yang dijadijkan hukum. 

c. Pasal 314 

(1) Apabila terjadi kerusakan ma’jur sebelum jasa yang diperjanjikan 

diterima secara penuh oleh musta’jir, musta’jir tetap wajib membayar 

uang ijarah kepada mu’ajir berdasarkan tenggang waktu dan jasa yang di 

peroleh. 

(2) Penentuan nominal uang ijarah sebagaimana tersebut pada ayat (1) di 

lakukan melalui musyawarah. 

Harga dan jangka waktu ijarah di atur dalam pasal :49 

a. Pasal 315 
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(1) Nilai atau harga ijarah di tentukan berdasarkan satuan waktu 

(2) Satuan waktu yang dimaksud dalam Ayat (1) adalah menit, jam, 

bulan, dan/atau tahun 

b. Pasal 316  

(1) Awal waktu ijarah ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan. 

(2) Waktu ijarah dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak. 

c. Pasal 316 

(1) Awal waktu ijarah ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan. 

(2) Waktu ijarah dapat di ubah berdasarkan kesepakatan para pihak. 

d. Pasal 317 

Kelebihan waktu dalam ijarah yang di lakukan oleh musta’jir harus 

dibayar berdasarkan kesepakatan bersama 

Jenis ma’jur di atur dalam pasal :50 

Pasal 318  

(1) Ma’jur harus benda yang halal dan mubah. 

(2) Ma’jur harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariah 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

F. Jenis dan SifatPenelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Reserch). Penelitian 

lapangan adalah penelitian yang  bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar 

belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga 

dan masyarakat.51 

Penelitian ini bertujuanuntukmengetahuibagaimana Tinjauan Hukum 

Ekonomi Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Sawah Dalam Sistem Tahunan 

Dan Oyotan Di Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur 

G. Sumber Data 

Sumber data merupakan suatu informasi yang menerangkan asal data 

tersebut. Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam 

penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.52 Data merupakan hasil 

pencatatan baik yang berupa lisan maupun tulisan yang dijadikan bahan untuk 

menyusun informasi. Berdasarkan pengertian tersebut, sumber data merupakan 

asal dimana subyek tersebut akan diambil datanya dan selanjutnya akan diambil 

kesimpulan. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data, 

baik itu sumber data primer, maupun sumber data sekunder. 
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RinekaCipta, 2010), h.172. 



 

3. Sumber Data Primer  

Sumber data primer  adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data.53 Dari pengertian tersebut dapat di artikan bahwa data 

di peroleh  langsung dari pihak-pihak yang melakukan praktek sewa-menyewa 

tersebut, yaitu pihak penyewa, pihak pemilik lahan. Data diperoleh langsung dari 

tempat penelitian   yaitu di Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten 

Lampung Tengah. Berdasarkan survei yang dilakuka bahwasanya di Desa 

Nungglrejo masyarakat yang melakukan praktek sewa memyewa tersebut 

sebanyak 54 orang yang terdiri dari penyewa dan pemilik lahan. 

4. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekundermerupakan data primer yang telah diolah lebih 

lanjut dan disajikan baik oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau 

diagram-diagram.54 Data sekunder ini biasanya dilakukan oleh peneliti untuk 

diproses lebih lanjut.55 

Jadi dari pemaparan di atas dapat di artikan bahwa data sekunder adalah 

data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari sumber-sumber yang telah 

ada. Adapun buku-buku yang di gunakan di antaranya Rachmat Syafei dengan 

judul Fikih Muamalah, Mardani dengan judul Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh 

Muamalah, Ghufron A. Mas’adi dengan judul Fiqih Muamalah Kontekstual, Al-

                                                 

53Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D), ( 

Bandung : Alfabeta, 2011), h. 308 
54Ibid. 
55Ibid.  



 

Qur’an Surah At-thalaq ayat  5, Al- Qur’an Surah Al-Qasas ayat 26, dan Hadits 

Bukhari-Muslim  Hadits No 282. 

H. TeknikPengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

memenuhui standar yang ditetapkan.56 Data merupakan salah satu kompenen riset, 

artinya tanpa data tidak akan ada riset. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan 

penelitian, maka metode yang dipergunakan adalah sebagai berikut:  

1. MetodeWawancara 

Wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu”.57 

Metode ini menggunakan wawancara bebas terpimpin. Wawancara 

bebas artinya peneliti boleh menanyakan apa aja yang di anggap perlu dalam 

wawancara, respon dan juga boleh menjawab bebas sesuai pikiran yang ingin 

dikemukakannya.58 Dengan demikian peneliti memperoleh gambaran yang lebih 

luas tentang bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sewa 

Menyewa Tanah dalam Sistem Tahunan Dan Oyotan Di Desa Nunggalrejo 
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h.224) 
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Kecamatan Punggur.Terpimpin berarti apa yang menjadi bahan wawancara 

tidak lepas dari aspek-aspek kajian penelitian.  

Maka dari itu hasil wawancara didapat langsung dari pihak pemilik lahan 

dan penyewa tanah sawah, yaitu diperoleh langsung melalui wawancara kepada 

Bapak Herman selaku pemilik lahan dan Bapak Ating selaku penyewa lahan. 

2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah proses pengumpulan data secara tertulis 

maupun tercetak. Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau 

variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, dan 

sebagainya.59 Dokumentasi digunakan untuk mengungkap kembali jika 

diperlukan untuk keperluan analisa atau  pembanding lainnya. 

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data 

mengenai hal-hal yang mendorong masyarakat melakukan sewa-menyewa tanah 

dalam sistem tahunan dan oyotan. 

I. Teknik Penjamin Keabsahan Data 

Penyajian data atau teknik untuk mencapai kreadibilitas data perlu di uji 

keabsahan serta kebenarannya dengan menggunaka ntrianggulasi. Trianggulasi 

dalam penelitian ini diartikan  “sebagai sumber dengan berbagai cara dan waktu”.60 

 

 

                                                 
59Sugiono, MemahamiPenelitianKualitatif, cet ke-6, (Bandung: Alfabeta, 2010),.H.9. 
60Djam’an Satori, AanKomariah, MetodologiPenelitianKualitatif, Cet ke-4, (Bandung: Alfabeta, 

2012), h.170. 



 

TrianggulasiSumber 

Trianggulasi sumber untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa narasumber.  

Berdasarkan keteranggan diatas bahwa dalam penelitian ini teknik 

penjamin keabsahan data yang digunakan adalah trianggulasi teknik 

penggumpulan data. Trianggulasi teknik penggumpulan data adalah penggunaan 

beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data. 

Menguji kreadibilitas data dengan trianggulasi teknik yaitu mengecek 

data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Contoh 

mengungkapkan data tentang Tinjauan hukum ekonomi islam terhadap sewa 

menyewa tanah dalam sistem tahunan dan oyotan dengan teknik wawancara, lalu 

dicek dengan observasi kepada masyarakat setempat yang melaksanakan 

praktek sewa menyewa tanah dalam sistem tahunan dan oyotan. 

J. Teknik Analisa Data 

Analisa data adalah Proses penyederhanaan data dalambentuk yang lebih 

mudah dibaca dan diinterprestasikan.61 Teknikanalisis data yang dilakukan oleh 

penulis menggumpulkan data adalah mengelola data-data yang ada. Analisis adalah 

upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilih-milihnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensintesis kannya, mencari 

dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.62 
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Penulis menggunakan metode analilsis kualitatif lapangan, karena data yang 

diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis 

suatu ungkapan tingkahlaku yang di obervasi darimanusia.63 

Berdasarkan data yang diperoleh, baik data skunder maupun data primer 

kemudian dikumpulkan agar dapat ditarik suatu kesimpulan.64 Berdasarkan 

keteranggan tersebut diatas, maka dalam menganalilsis data peneliti menggunakan 

data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan 

cara berfikir induktif untuk menganalisis Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap 

Sewa Menyewa Tanah Sawah Dalam Sistem Tahunan Dan Oyotan, yang 

selanjutnya penulis menjadikan kesimpulan yang bersifat umum.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Wilayah Penelitian 

1. Profil Desa Nunggalrejo 

Desa nunggalrejo adalah salah satu desa yeng terdapat dikecamatan 

punggur kabupaten lampung tengah. Desa ini dibentuk pada tahun 1953 

dengan dasar hukum pengesahan jawatan tranmigrasi tahun 1953. Kode 

wilayah desa nunggalrejo 180206 dan kode pos 34152.65 

2. Letak Geografis Desa Nunggalrejo  

a. Letak Geografis Dan Luas Wilayah 

Kondisi geografis Desa Nunggalrejo adalah sebagai berikut : 

Ketinggian Tanah Dari Permukaan Laut : 25m 

Banyak Curah Hujan  : 1127mm/Tahun 

Topografi   : Dataran Rendah 

Suhu Rata-Rata  : 27 C66 

Desa Nunggalrejo memiliki tata gunah tanah dengan rincian sebagai 

berikut : 

Tabel I 

Tata Guna Tanah 

No Tata Guna Tanah              Luas  

1 Persawahan 142 Ha 

2 Perladangan 25 Ha 

3 Perebunan 15  Ha 

4 Permukiman 214 Ha 

5 Kas desa 6 Ha 

6 Empang 3 Ha 

7 Lain-Lain 48 Ha 

 Total Luas 453 Ha Ha 

Sumber : Dokumentasi Data Umum Desa Nunggalrejo Tahun 2018 
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Berdsarkan tabel di atas luas keluruhan wilayah Desa Nunggalrejo Kecamatan 

Punggur Kabupaten Lampung Tengah adalah 453 Ha. Karena tanah sawah di Desa 

Nunggalrejo cukup luas maka  masyarakat desa tersebut cukup banyak yang bercocok 

tanam atau bertani untuk memenuhi kebutuhannya.67 

  Desa Nunggalrejo terletak di Kecamatan Punggur dengan jarak ke pusat 

pemerintahan kecamatan 4 km, jarak dari pusat pemerintahan kota 17 km, jarak dari 

kota/ ibukota kabupaten 13 km, dn jarak dari ibukota provinsi 60 km, dengan batas-

batas wilayah desa sebagai berikut :  

a) Sebelah Utara  : Kampung Totokaton 

b) Sebelah Selatan  : Kota Metro 

c) Sebelah Barat  : Kampung PD, Trimurjo 

d) Sebelah Timur  : Kampung Totokaton68 

 

b. Iklim 

Iklim Desa Nunggalrejo, sebagaimana desa-desa lain di wilayah 

indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut 

mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam untuk pertanian dan 

perkebunan yang ada di Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur.69 
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3. Keadaan Sosial 

a. Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk desa nunggalrejo secara keseluruha adalah 

sejumlah 4570 jiwa dari 1394 KK dengan rincian : 

Tabel II 

Jumlah Penduduk 

No Penduduk            

Jumlah 

 

1 Jumlah Laki-Laki 2381 Jiwa 

2 Jumlah Peremuan 2189 Jiwa 

3 Jumlah Total  4570 Jiwa 

4 Jumlah Kepala 

Keluarga  

1394 KK 

5 Jumlah Dusun 6 Dusun 

7 Jumlah RT 23 RT 

       Sumber : Dokumentasi Data Umum Desa Nunggalrejo Tahun 

       2018 

 

Berdasarkan tabel di atas Desa Nunggalrejo memiliki jumlah 

penduduk 4570 jiwa yang terdiri dari laki-laki 2381 jiwa dan jumlah 

perempuan 2189 dengan jumlah kepala keluarga 1394 KK yang telah 

tersebar di 6 Dusun dan 23 RT.70 

b. Tingkat Pendidikan Dan Pekerjaan 

Tingkat pendidikan masyarakan Desa Nunggalrejo adalah sebagai 

berikut : 
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Tabel III 

Tingkat Pendidikan 

No Tingkat pendidikan Jumlah 

1 TK 121 

2 SD/Sederajat 1191 

3 SMP 1272 

4 SMA/Sederajat 1421 

5 Akademi/D1-D3 74 

6 Sarjana 61 

7 Pascasarjana 10 

 Total 4150 

Sumber : Dokumentasi Data Umum Desa Nunggalrejo  

Tahun 2018 

 

Sebagaimana tabel di atas menunjukkan tingkat pendidikan yang 

berada di Desa Nunggalrejo dari taman kanak-kanak sampai SMA cukup 

mengalami peningkatan, akan tetapi setelah SMA hingga sarjana angka 

putus sekolah cukup mengalami peningkatan. Sehingga hal tersebut daat 

mempengaruhi rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap atu aspek, 

salah satunya pada sewa menyewa.71 
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Pekerjaan masyarakat Desa Nunggalrejo adalah sebagai berikut :72 

 

Tabel IV 

Pekerjaan 

Sumber : Dokumentasi Data Umum Desa Nunggalrejo Tahun 2018 

 

 

4. Sistem Pengelolaan Pertanian Di Desa Nunggalrejo 

Tabel V 

Sistem Pengelolaan Pertanian 

No Sistem pengelolaan Jumlah 

1 Lahn Di Garap Sendiri 282 

2 Sistem Sewa  50 

3 Sistem Sewa Tahunan Dan Oyotan 37 

4 Sistem Gadai 22 
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No Jenis pekerjaan Jumlah 

1 Pegawai Negri Sipil 89 

2 Tni/Polri 18 

3 Swasta 87 

4 Wiraswasta/Pedagang 289 

5 Petani 391 

6 Tukang 141 

7 Buruh Tani 379 

8 Pensiunan 39 

9 Peternak 126 

10 Jasa 43 

11 Pengrajin 450 

12 Pekerja Seni 37 

13 Lainnya 2.412 

14 Tidak Bekerja 60 



 

5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Nunggalrejo 

Gambar I 

Struktur Organisasi pemerintahan desa nunggalrejo thun 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumentasi Data Umum Desa Nunggalrejo Tahun 2018 

 

 

B. Praktek Sewa Menyewa Lahan Tanah Sawah Dalam Sistem Tahunan Dan 

Oyotan Di  Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur 

 

Islam  memperbolehkan sewa menyewa yang dilakukan sesuai dengan 

syariat islam. Sewa menyewa dapat dikatakan sebagai akad yang menjual belikan 

antara manfaat barang dengan sejumlah imbalan sewa. Dalam sewa menyewa juga 

Kepala Desa 

Sutat Moko 

Sekretaris 

Fiftyna Nur Churia 

S.Pd 

 

Kasi 

Pertania

n 

Somantr

i 

Kasi 

keamanan 

Kistam 

S.IP 

Kaur 

umum 

Defri 

Risdayant

o S.Pd 

Kaur 

Pemerint

-ahan 

Zamrozi 

Kaur 

Keuangan 

Ida yani 

Kaur 

Kesra 

Eka 

Susilowati 

 

Kadus I 

Idris 

 

Kadus II 

Kasio 

Kadus 

III 

Edi 

Sutanto 

Kadus 

IV 

Hindark

o Aris p 

 

Kadus V 

Sahidin 

 

Kadus V 

Iqbal 



 

telah ditentukan aturan-aturan hukum seperti syarat, rukun maupun bentuk sewa 

menyewa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.  

Akad sewa menyewa diperbolehkan dan tidak boleh mengandung unsur 

paksaan, karena dalam akad ini kedua belah pihak harus saling merelakan. Dalam 

melakukan sewa menyewa yang benar tidak hanya mengutamakan barang yang 

akan disewakan, tetapi juga dari akad dan pelaksanaanya agar semua transaksi 

yang dilakukan berjalan dengan baik. 

Sewa menyewa tahunan adalah sewa menyewa dengan kesepakatan satu 

tahun sewa atau tiga kali tanam. Dan sewa menyewa oyotan adalah sewa menyewa 

dengan kesepakatan satu kali tanam atau panen. 

Pada praktek sewa-menyewa ini lahan tetap di garap oleh pemilik lahan 

untuk di tanami atau dikerjakan sesuai kesepakatan bersama. Lahan yang 

disewakan oleh pemilik lahan kepada penyewa lahan berupa tanah sawah yang 

nantinya akan ditanami tanaman yang telah disepakati kedua belah pihak. 

Berdasarkan hasil penelitian, dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa 

lahan ini, sebelumnya telah diadakan perundingan antara pihak penyewa dengan 

pemilik lahan untuk membuat suatu kesepakatan, yaitu mengenai tentang 

kesepakatan apakah si penyewa itu mau menyewa lahan atau tidak. Dalam 

membuat perjanjian sewa-menyewa antara pihak yang menyewa dengan pemilik 

lahan itu saling terlibat dalam pembuatan akad perjanjian sewa menyewa tersebut. 

Jadi dalam sewa-menyewa ini tidak adanya perantara, yaitu hanya pemilik lahan 

dan penyewa lahan. 

Adapun tata cara dari sewa menyewa ini adalah sebagai berikut : 



 

1. Transaksi dilakukan oleh pemilik lahan dan penyewa lahan atas dasar 

saling rela dari kedua belah pihak serta dilakukan dalam keadaan sadar. 

2. Setelah ada kesepakatan dari kedua belah pihak, selanjutnya ditentukan 

siapa yang akan menggarap lahan dan siapa yang akan menyedikan 

pupuk. 

3. Lahan yang telah di sewakan oleh penyewa akan dikelola oleh pemilik 

lahan dan hasilnya akan dibagikan berdasarkan kesepakatan yang telah 

ditentukn. 

4. Pemilik lahan akan menerima uang sewa pada awal akad sebelum 

memulai menggarap lahan tanah sawah tersebut. 

5. Pengembalian lahan sesuai dengan waktu yang telah disepakati pada 

awal akad. 

Untuk mengetahui mekanisme atau praktek sewa menyewa tanah sawah 

yang dilakukan oleh bapak Herman dan Bapak Ating, maka peneliti melakukan 

wawancara kepada pihak yang pemilik lahan, pihak penyewa lahan dan kepada 

Bapak Aris selaku tokoh masyarakat.  

1. Wawancara kepada Pemilik Lahan 

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Herman sebagai pemilik lahan 

yang disewakan, Bapak Herman menyewakan tanah sawah tersebut sejak bulan 

Mei 2017. Beliau menawarkan kepada Bapak Ating untuk menyewakan tanah 

sawahnya di karenakan beliau tidak memiliki modal untuk menggarap lahan 

tanah sawah tersebut. Tanah sawah yang disewakan adalah seluas ¼ Ha, dengan 

pengelola lahan tanah sawah tersebut adalah tetap pemilik lahan yaitu Bapak 



 

Herman. Jumlah uang sewa yang diterima oleh bapak herman senilai Rp. 

3.000.000 untuk jangka waktu 1 tahun sewa dan pembayaran sewa tersebut 

dilakukan di awal akad. menurut pak Herman biasanya hal yang menjadi 

perselisihan pada praktek sewa menyewa tanah sawah dalam sistem tahunan dan 

oyotan ini adalah jumlah tanam pada satu tahun yang tidak menentu. Dalam satu 

tahun biasanya ada yang dua atau tiga kali tanam. Sedangkan dalam perjanjian 

sewa menyewa tahunan ini adalah tiga kali tanam. Dan jika terjadi perselisihan 

pada praktek sewa menyewa ini biasanya diselesaikan dengan cara menambah 

lama waktu sewa atau sewa di batalkan dan uang sewa di kembalikan 

berdasarkan kesepakatan yang sudah di sepakati. Praktek sewa-menyewa ini 

sudah menjadi tradisi di Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur. Biasanya 

masyarakat melakukan praktek sewa menyewa ini dikarenakan memiliki 

keperluan mendesak dalam hal ekonomi.73 

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Aceng sebagai pemilk lahan yang 

disewakan, Bapak Aceng menyewakan sawahnya sejak bulan April 2018. Beliau 

menawarkan kepada Bapak Juhri untuk menyewakan tanah sawahnya, alasannya 

karna beliau memerlukan biaya untuk sekolah anaknya dan luas sawah yang 

disewakan adalah ½ Ha. Pengelola dari lahan tanah sawah tersebut adalah tetap 

pemilik lahan yaitu bapak aceng dan beliau menerima uang sewa sebesar Rp. 

2.000.000 yang di bayarkan di awal akad untuk masa sewa satu kali tanam. 

Menurut Bapak Aceng pada praktek sewa-menyewa ini sebenarnya sangat 

minim sekali terjadi perslisihan, namun jika terjadi perselisihan biasanya hanya 
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diselesaikan berdasarkan kesepakatan bersama apakah akan dilanjutkan praktek 

sewa menyewa ini atau dibatalakan dan uang sewa dikembalikan berdasaran 

kesepakatan yang sudah di sepakati bersama. Praktek sewa-menyewa ini sudah 

cukup lama berkembang di Desa Nunggalrejo, dan cukup banyak masyarakat 

yang menggunakan praktek sewa menyewa tanah sawah dalam sistem tahunan 

dan oyotan ini.74  

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Sukri selaku pemilik lahan yang 

disewakan, beliau menyewakan sawahnya sejak awal April 2018 kepada Bapak 

Karim karena beliau memerlukan modal untuk mengarap sawhnya dan untuk 

biaya sekolah anaknya. Lahan sawah yang di sewakan seluas ½ Ha dan Bapak 

Sukri mendapat uang sewa sebesar Rp. 7.500.000 untuk masa sewa selama 1 

tahun dan uang sewa dibayarkan di awal akad. Penggarap tanah sawah tersebut 

tetap pemilik lahan yaitu Bapak Sukri. Menurut Bapak Sukri jika terjadi 

perselisihan pada praktek ini biasanya hanya diselesaikan secara musyawarah 

untuk mencari jalan keluarnya. Praktek sewa-menyewa ini sudah menjadi tradisi 

karna sudah cukup lama berkembang di Desa Nunggalrejo dan banyak 

masyarakat yang melakukan praktek sewa menyewa tahunan dan oyotan.75  

2. Wawancara Kepada Penyewa 

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Ating selaku penyewa tanah sawah 

dari Bapak Herman, alasan beliau menyewa tanah sawah bapak Herman adalah 

untuk membantu Pak Herman sekaligus untuk menambah penghasilan Bapak 
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Ating. Pembagian hasil panen di sepakati diawal berdasarkan siapa penyedia 

pupuk dan bibit. Jika bibit dan pupuk disediakan oleh pihak pemilik lahan dan 

dikelola oleh pemilik lahan maka hasil panen akan dibagi dua antara pemilik 

lahan dan penyewa. Jika pupuk dan bibit disediakan oleh pihak penyewa dan 

dikelola oleh pemilik lahan maka hasil panen dibagikan ¼ untuk pemilik lahan 

dan ¾ untuk pihak penyewa. Dan pada praktek sewa menyewa yang dilakukan 

bapak ating dan bapak herman adalah pupuk dan bibit disediakan oleh pihak 

pemilik lahan dan dikelola oleh pemilik lahan juga, maka pembagian dari hasil 

panen tersebut adalah di bagi dua antara penyewa dan pemilik lahan. Masa/lama 

dari sewa menyewa ini di tentukan pada awal akad oleh pihak penyewa dan 

pemilik lahan. Dalam transaksi sewa menyewa yang dilakukan oleh Bapak 

Herman dan Bapak Ating ini tidak adanya bukti tertulis, kedua belah pihak 

hanya saling berjanji secara lisan pada saat akad sewa menyewa ini dilakukan. 

Pada saat melakukan akad sewa menyewa ini selain Bapak Herman dan Bapak 

Ating juga disaksikan oleh Ibu Rumini yaitu istri dari Bapak Ating. Akad sewa 

menyewa ini berakhir pada bulan Agustus karna sudah mencapai 1 tahun dan 3 

kali tanam/panen. Jika terjadi perselisihan pada praktek sewa menyewa ini 

biasanya diselesaikan dengan cara musyawarah untuk menentukan apakah 

praktek sewa menyewa ini akan dilanjutkan atau di hentikan. Jika dihentikan 

maka uang sewa harus dikembalikan berdasarkan kesepakatan agar tidak ada 

pihak yang merasa dirugikan. Praktek sewa-menyewa ini sudah lumayan lama 

berkembang di Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur. Biasanya masyarakat 



 

melakukan praktek sewa menyewa ini dikarenakan memiliki keperluan 

mendesak dalam hal ekonomi.76 

Berdasarkan wawancara kepada bapak Juhri bahwa beliau menyewa tanah 

sawah milik bapak aceng dengan alasan ingin memiliki padi untuk stok bahan 

pangan. Pembagian hasil panen bapak juhri memperoleh ¾ bagian dari hasil 

panen hal ini di karenakan bibit dan pupuk disediakan oleh bapak juhri dan 

pemilik lahan mendapat ¼ bagian karena pengelola dari lahan tersebut tetap 

pemilik lahan. Penentuan masa sewa dilakukan pada awal akad dan perjanjian 

sewa menyewa ini hanya dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan dan juga 

tidak ada saksi atau orang lain yang menyaksikan. Akad ini berakhir pada awal 

Agustus 2018. Ketika terjadi perselisihan pada praktek sewa menyewa ini 

biasanya hanya diselesaikan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak. 

Praktek sewa menyewa ini sudah cukup lama berkembang di Desa Nunggalrejo 

dan banyak pula masyarakat yang mempraktekan sewa menyewa ini.77  

Berdasarkan wawancara kepada bapak karim bahwa beliau menyewa 

tanah sawah milik bapak sukri karna beliau ingin membantu bapak sukri yang 

sedang memerlukan biaya untuk sekolah anaknya dan tambahan modal untuk 

menggarap sawahnya. Pembagian dari hasil panen tersebut bapak karim 

mendapat ½ dari hasil panen karna bibit dan pupuk di sediakan oleh pemilik 

lahan dan yang mengelolanya pun dalah pemilik lahan. Masa sewa dilakukan 

diawal akad dan pada pelaksanaan akad disaksikan oleh ke 3 anak dan istri dari 
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bapak karim. Perjanjian sewa menyewa ini hanya dilakukan secara lisan dan 

berakhirnya masa sewa ini apabila telah sampai pada masa yang telah di sepakati 

pada awal akad yaitu pada bulan maret atau setelah 3 kali tanam padi. Jika terjadi 

perselisihan biasanya hanya di selesaikan dengan cara musyawarah untuk 

mencari solusina apakah sewa menyewa tersebut aka dieruskan atau di batalkan 

dan jika di batalkan maka uang sewa akan di kembalikan sejumlah kesepatatan 

bersama agar tidak ada pihak yang merasa dirugian. Praktek sewa ini sudah 

menjadi tradisi karena sudah cukup lama berkembang dan di gunakan oleh 

masyarakat.78 

3. Wawancara Kepada Tokoh Masyarakat 

Praktek sewa menyewa tahunan dan oyotan ini awalnya dibawa oleh 

masyarakat dari Jawa Timur yang bertransmigrasi ke Desa Nunggalrejo. Lalu 

praktek sewa menyewa ini berkembang di Desa Nunggalrejo dan sekarang 

menjadi sebuah tradisi.79 

Masyarakat Desa Nunggalrejo mayoritas bermata pencaharian sebagai 

petani dan cukup banyak masrakat yang melakukan praktek sewa menyewa ini. 

Biasanya hal-hal yang melatar belakangi masyarakat melakukan praktek sewa 

menyewa ini karna mereka tidak memiliki modal saat akan menggarap lahan 

tanah sawah mereka. Faktor lain yang melatarbelakangi praktek sewa menyewa 

ini biasanya untuk menambah penghasilan namun tidak bisa menggarap lahan 

tanah sawah yang disewa.80 
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Sistem yang terjadi pada praktek sewa menyewa tahunan dan oyotan ini 

adalah pada sistem tahunan memiliki masa satu tahun atau tiga kali tanam/ panen 

pada sitsem sewa menyewa oyotan, sewa dilakukan satu kali tanam/panen. 

Pengelola tanah sawah yang disewakan ini tetap pemilik lahan bukan penyewa. 

Untuk penyediaan bibit dan pupuk biasanya disepakati diawal akad siapa yang 

akan menyediakan bibit dan pupuk dan hal ini akan mempengaruhi dari 

pembagian hasil panen.81 Praktek sewa menyewa ini sudah cukup lama dan 

berkembang cukup baik di Desa ini, hal ini dikarenakan pada praktek sewa 

menyewa ini pemilik lahan tetap bisa menggarap lahan tanah sawah yang 

disewakannya dan tetap mendapatkan penghasilan dari hasil panen tersebut dan 

bagi penyewa juga mendapatkan penghasilan tanpa menggarap lahan tanah 

sawah tersebut, yang tentu saja hasilnya lebih besar dari uang sewa yang 

diberikan kepada pemilik lahan.82  

Contoh dari praktek sewa menyewa lahan tanah sawah tersebut adalah : A 

menyewakan lahan tanah sawahnya seluas ½ Ha kepada B. A mendapatkan uang 

sewa dari B sebesar Rp. 7.500.000 untuk masa sewa 1 tahun atau 3 kali panen 

atau tanam, dengan kesepakatan A (pemilik lahan) yang menyediakan bibit dan 

pupuk maka hasil panen yang didapat di bagi dua antara A (pemilik lahan) dan 

B (pihak penyewa lahan). Rata-rata hasil panen dari satu kali tanam dengan luas 

tanah ½ Ha adalah 3 Ton padi atau senilai Rp. 12.000.000 maka yang di dapat 

pihak penyewa adalah Rp.6000.000 dalam satu kali panen maka dalam satu 
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tahun atau 3x tanam penghasilan yang di dapat sebesar Rp. 18.000.000 dan 

penghasilan dari pemilik lahan adalah sebesar Rp 6.000.000 dikurangi biaya 

bibit dan pupuk rata-rata RP. 2.500.000, jadi hasil bersih adalah Rp 3.500.000 

dalam satu kali panen maka dalam 1 tahun atau 3x tanam adalah senilai 

Rp.10.500.000 ditambah uang sewa sebesar Rp.7.500.000, jadi hasil bersih yang 

di peroleh pihak pemilik lahan adalah senilai Rp. 18.000.000 

Ketika terjadi perselisihan biasanya hanya diselesaikan secara 

musyawarah untuk mencari bagaimana solusi yang tepat untuk menyelesaikan 

hal tersebut agar tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan. Biasanya 

perselisihan mengenai jumlah tanam yang terjadi pada satu tahun, karna jumlah 

tanam setiap tahunnya tidak menentu. Jika jumlah tanam yang terjadi pada satu 

tahun hanya dua kali maka akan di putuskan untuk menambah masa sewa atau 

sewa di hentikan dan pihak pemilik lahan mengembalikan sebagian uang sewa 

berdasarkan kesepakatan bersama.83 

 

C. Analisi Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa 

Menyewa Tahunan Dan Oyotan Di Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pihak pelaksana sewa menyewa 

tanah sawah dalam sistem tahunan dan oyotan yaitu para pemilik lahan dan 

penyewa lahan, peneliti akan menganalisis pelaksanaan sewa menyewa lahan 

tanah sawah tersebut berdasarkan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.  
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Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, 

Ijarah itu sendiri adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atau suatu barng 

atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti 

dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.  

Konsep sewa menyewa lahan sawah dalam sistem tahunan dan oyotan ini 

pada umumnya terdapat rukun dan syarat sewa-menyewa. Sewa-menyewa di 

anggap sah apabila orang yang melakuan perjanjian tersebut memenuhi rukun 

dan syarat perjanjian umumnya. 

Rukun sewa menyewa itu sendiri yaitu terdiri dari pihak yang menyewa 

(musta’jir), pihak yang menyewakan (mu’ajir), benda yang disewakan (ma’jur), 

dan akad. Untuk melakukan suatu akad pihak-pihak yang melakukan akad harus 

memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum disini ialah 

perbuatan yang akan menimbulkan hukum. Adapun akad ijarah dapat dilakukan 

dengan tatap muka, maupun jarak jauh dan benda yang disewakan (ma’jur) 

haruslah pemilik, wakilnya atau pengampunya. Sedangkan penggunaan barang 

yang disewakan (ma’jur) harus dicantumkan dalam akad ijarah dan apabila 

penggunaan ma’jur tidak dinyatakan pasti dalam akad, maka ma’jur digunakan 

berdasarkan aturan umum dan kebiasaan 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas rukun dan syarat yang dilakukan 

oleh para pihak yng melakukan praktek sewa menyewa tanah sawah dalam 

sistem tahunan dan oyotan telah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah. Namun pada praktek sewa menyewa ini barang sewa yang 

disewakan tetap dikelola oleh pemilik lahan bukan pihak penyewa dan juga pada 



 

praktek sewa menyewa dalam sistem tahunan tidak adanya kepastian kapan 

berakhirnya sewa menyewa lahan tanah sawah tersebut. Dengan tidak adanya 

kejelasan kapan berakhirnya sewa menyewa lahan tanah tersebut dikhawatirkan 

akan melahirkan persepsi yang berbeda antara pemilik lahan dengan penyewa 

dan dikhawatirkan akan terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. 

Namun demikian didalam pasal 297 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

dijelaskan bahwa akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan dibatalkan 

berdasarkan kesepakatan. Apabila masing-masing pihak tidak merasa keberatan 

dengan ketentuan yang dibuat antara pemilik lahan dan penyewa lahan yakni 

pengelola lahan tetap pemilik lahan dan ketidakjelasan pada masa sewa praktek 

sistem tahunan maka sewa menyewa tetap dilaksanakan berdasarkan 

kesepakatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak. 

Ijarah diartikan sebagai akad untuk memberikan pengganti manfaat atau 

barang. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa objek ijarah dikuasai 

oleh pihak penyewa namun pada praktek sewa menyewa yang sudah dipaparkan 

diatas objek sewa masih di kuasai atau dikelola oleh pihak pemilik lahan maka 

pada praktek sewa menyewa yang sudah di paparkan di atas praktek tersebut 

memiliki dua akad yaitu akad ijarah dan muzaraah. Muzaraah adalah kerjasama 

pengelolaan pertanian antara pemilik dan penggarap, dimana pemilik lahan 

memberikan lahan pertanian kepada pihak penggarap untuk ditanami dan 

dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Akad 

muzaraah terjadi setelah akad ijarah karena setelah akad ijarah di sepakati maka 

secara hakikatnya objek sewa menjadi milik penyewa lahan selama akad sewa 



 

itu berlangsung. Selain itu pada pratek sewa-menyewa tanah sawah dalam sistem 

tahunan dan oyotan ini pemilik lahan juga mendapatka hasil dari tanah yang 

disewakan tersebut karna pemilik lahan yang tetap mengelola lahan tersebut 

bahka mengeluarkan modal untuk mengelolanya. Pada praktek ini yang terjadi 

adalah menggunakan akad muzaraah, karna setelah pihak penyewa memberikan 

uang sewa maka pada hakikatnya objek sewa menjadi milik penyewa lahan 

selama akad itu berlangsung.  

Selain itu antara kedua belah pihak harus adanya prinsip tanggung jawab, 

tanggung  jawab merupakan salah satu prinsip penting dalam melakukan 

kerjasama, karena dengan terwujud sikap tanggung jawab dari para pihak sewa-

menyewa, maka akan memberikan pengaruh baik bagi kelangsungan praktek 

sewa menyewa-menyewa tersebut. Selain itu harus terdapat juga prinsip 

kejujuran. Prinsip ini harus di terapkan pada praktek sewa menyewa tersebut 

agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan yang dapat menimbulan 

perselisihan.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Perjanjian sewa menyewa bertujuan untuk memberikan hak kebendaan, 

tetapi hanya memberikan hak perseorangan terhadap orang yang menyewa, 

karena kewajiban pihak yang pemilik objek sewa adalah menyerahkan objek 

sewa untuk digunakan sementara dan bukan untuk menyerahkan hak milik atas 

objek sewa. 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukakan bahwasanya 

pelaksanaan perjanjian sewa menyewa lahan tanah sawah yang dilakukan oleh 

kedua belah pihak telah sesuai dengan rukun dan syarat sewa menyewa, 

meskipun didalam praktek sewa menyewa ini penggarap lahan bukan pihak 

penyewa dan masa sewa pada praktek sewa menyewa dalam sistem tahunan 

tidak jalas dalam waktunya namun itu semua tidak menjadi masalah untuk kedua 

belah pihak. Sewa menyewa ini tetap berjalan selama keduanya merasa rela dan 

tidak merasa dirugikan oleh salah satu pihak.. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakuakan  oleh peneliti, maka 

peneliti akan memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi 

semua pihak, saran tersebut adalah sewa menyewa merupakan salah satu jalan 

atau cayra yang dapat menguntungkan antara pihak-pihak yang berakad, karena 

didalamnya terdapat unsur tolong menolong. 



 

Pada praktek sewa menyewa ini kedua belah pihak mendapatkan 

keuntungan dari kerja sama yang dilakukan. Maka dari itu jangan sampai ada 

unsur yang dapat merugikan sala sau pihak, termasuk dalam pelaksanaan sewa 

menyewa menyewa lahan tersebut. Untuk menjamin keastian hukum perjanjian 

sewa menyewa lahan ini sebaiknya dilakukan secara tertulis tidak hanya secara 

lisan dan hanya mengandalkan kepercayaan dan sebaiknya disaksikan oleh saksi 

sekurang-kurangnya 1 orang saksi dari masing-maing pihak. Dan kedua bela 

piha haru mengetahui terlebih dahulu tentang syarat sahnya sewa menyewa dan 

tentang arti sewa menyewa yang sebenarnya.  
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